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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Dalam  hal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
merupakan  kejadian yang meresahkan dunia,
Pemerintah Pusat memberitahukan kepada pihak
internasional  sesuai dengan ketentuan hukum
internasional.

Pasal 13

(1) Pada kejadian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
yang meresahkan dunia, Pemerintah Pusat
melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama
dengan negara lain dan/atau organisasi
internasional.

(2) Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengidentifikasi penyebab, gejala dan tanda, faktor
yang mempengaruhi, dan dampak yang ditimbulkan,
serta tindakan yang harus dilakukan.

Pasal 14

(1) Dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
yang meresahkan dunia, Pemerintah Pusat dapat
menetapkan Karantina Wilayah di Pintu Masuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan Karantina Wilayah di Pintu Masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

BABV. ..
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BAB V
KEKARANTINAAN KESEHATAN
DI PINTU MASUK DAN DI WILAYAH

Pasal 15

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di

wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan

penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat
terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau
lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan

Kekarantinaan Kesehatan.

Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau
profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau
dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;

b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;

c. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau
deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang;
dan/atau

d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian
terhadap media lingkungan.

Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian

terhadap media lingkungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan  lebih  lanjut mengenai tindakan

Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16. ..
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Pasal 16

(1) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan terhadap Alat
Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan
ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

(2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat
Karantina Kesehatan.

(3) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan tertentu dapat
dilakukan oleh badan usaha atau instansi yang
ditetapkan oleh Menteri.

(4) Dalam situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,
tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat
Karantina Kesehatan.

(5) Dalam pelaksanaan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pejabat Karantina Kesehatan harus berkoordinasi
dengan pihak yang terkait.

Pasal 17

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
diselenggarakan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos
Lintas Batas Darat Negara.

Pasal 18

(1) Kekarantinaan Kesehatan di wilayah diselenggarakan
di tempat atau lokasi yang diduga Terjangkit penyakit
menular dan/atau Terpapar Faktor Risiko Kesehatan

Masyarakat yang dapat menimbulkan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat.

(2) Penentuan . . .
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(2) Penentuan tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada hasil penyelidikan
epidemiologi dan/atau pengujian laboratorium.

(3) Tempat atau lokasi penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan di wilayah dapat berupa rumah, area, dan
rumah sakit.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN
DI PINTU MASUK

Bagian Kesatu
Pengawasan di Pelabuhan

Paragraf 1
Kedatangan Kapal

Pasal 19

(1) Setiap Kapal yang:
a. datang dari luar negeri;
b. datang dari Pelabuhan wilayah Terjangkit di
dalam negeri; atau
c. mengambil orang dan/atau Barang dari Kapal
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
berada dalam Status Karantina.

(2) Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memberikan Deklarasi Kesehatan
Maritim (Maritime Declaration of Health) kepada
Pejabat Karantina Kesehatan pada saat kedatangan
Kapal.

(3) Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat menurunkan atau menaikkan
orang dan/atau Barang setelah dilakukan
Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh Pejabat
Karantina Kesehatan.

(4) Pengawasan . . .
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Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh
Persetujuan Karantina Kesehatan.

Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berupa:

a. persetuyjuan bebas karantina, dalam hal tidak
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan

b. persetujuan Kkarantina terbatas, dalam hal
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak
berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 20

Kapal yang memperoleh persetujuan karantina terbatas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b
harus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan
dan/atau penerbitan atau pembaruan Dokumen
Karantina Kesehatan.

Pasal 21 . ..
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Pasal 21

Nakhoda menyampaikan permohonan untuk memperoleh
Persetujuan Karantina Kesehatan atau memberitahukan

suatu keadaan di Kapal dengan memakai isyarat sebagai
berikut:

a.

(1)

(2)

pada siang hari berupa:

1. Bendera Q, yang berarti Kapal saya sehat atau
saya minta Persetujuan Karantina Kesehatan;

2. Bendera Q di atas panji pengganti kesatu, yang
berarti Kapal saya tersangka; dan

3. Bendera Q di atas Bendera L, yang berarti Kapal
saya Terjangkit; dan

pada malam hari berupa lampu merah di atas lampu

putih dengan jarak maksimum 1,80 (satu koma

delapan nol) meter, yang berarti saya belum

mendapat Persetujuan Karantina Kesehatan.

Pasal 22

Jika dalam waktu berlakunya Persetujuan Karantina
Kesehatan timbul suatu kematian atau penyakit yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat maka Persetujuan Karantina Kesehatan
dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kapal yang Persetujuan Karantina Kesehatannya
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menuju ke suatu Zona
Karantina untuk mendapat tindakan Kekarantinaan
Kesehatan.

Pasal 23 . ..
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Pasal 23

(1) Kapal yang tidak mematuhi peraturan Kekarantinaan
Kesehatan tidak diberikan Persetujuan Karantina
Kesehatan.

(2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperintahkan supaya berangkat lagi atas tanggungan
sendiri dan tidak diberikan izin memasuki Pelabuhan
lain di wilayah Indonesia.

(3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
izin untuk mengambil bahan bakar, air, dan bahan
makanan di bawah pengawasan Pejabat Karantina
Kesehatan.

Pasal 24

Kekarantinaan Kesehatan terhadap kapal perang, kapal
negara, dan kapal tamu negara diatur dengan Peraturan
Menteri berkoordinasi dengan menteri atau lembaga
terkait.

Paragraf 2
Keberangkatan Kapal

Pasal 25

(1) Sebelum keberangkatan Kapal, Nakhoda wajib
melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan yang
masih berlaku.

(2) Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan pada
pemeriksaan oleh Pejabat Karantina Kesehatan tidak
ditemukan indikasi Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat maka kepada Nakhoda dapat diberikan
Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (Port
Health Quarantine Clearance).

(3) Dalam . . .
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(3) Dalam hal Kapal yang akan berangkat tidak

(1)

(2)

dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar
Karantina Kesehatan (Port Health Quarantine
Clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
syahbandar dilarang menerbitkan surat persetujuan
berlayar.

Pasal 26

Apabila pada saat keberangkatan Kapal ditemukan
adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat maka
terhadap Kapal tersebut dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2).

Untuk Pelabuhan yang tidak memungkinkan
dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan maka
harus dilakukan di Pelabuhan tujuan berikutnya.

Bagian Kedua
Pengawasan di Bandar Udara

Paragraf 1
Kedatangan Pesawat Udara

Pasal 27

Setiap Pesawat Udara yang datang dari luar negeri
berada dalam Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.

(1)

Pasal 28

Setiap Pesawat Udara yang:

a. datang dari Bandar Udara wilayah yang
Terjangkit;

b. terdapat . . .
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b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga
Terjangkit; dan/atau

c. terdapat orang dan/atau Barang diduga Terpapar
di dalam Pesawat Udara,

berada dalam Status Karantina.

Kapten Penerbang wajib segera melaporkan mengenai

keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

petugas lalu lintas udara untuk diteruskan kepada

Pejabat Karantina Kesehatan di Bandar Udara tujuan

dengan menggunakan teknologi telekomunikasi.

Pasal 29

Setelah  kedatangan Pesawat Udara, Kapten
Penerbang melalui pengelola Bandar Udara wajib
memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan
Penerbangan (Health Part of the Aircraft General
Declaration) kepada Pejabat Karantina Kesehatan.
Dalam hal kedatangan Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Kapten Penerbang
wajib secara langsung memberikan dokumen
Deklarasi Kesehatan Penerbangan (Health Part of the
Aircraft General Declaration) kepada Pejabat Karantina
Kesehatan.

Pasal 30

Kapten Penerbang pada Pesawat Udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 hanya dapat
menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang
setelah  dilakukan  Pengawasan Kekarantinaan
Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

(2) Pengawasan . . .
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(2) Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh
Persetujuan Karantina Kesehatan.

(3) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. persetyuan bebas karantina, dalam hal tidak
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan

b. persetujuan karantina terbatas, dalam hal
ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina
Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak
berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana
Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar
Udara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

Pesawat Udara yang memperoleh persetujuan karantina
terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)
huruf b harus dilakukan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan dan/atau penerbitan atau pembaruan
Dokumen Karantina Kesehatan.

Pasal 32

Kekarantinaan Kesehatan terhadap pesawat udara
perang, pesawat udara negara, dan pesawat udara tamu
negara diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi
dengan menteri atau lembaga terkait.

Paragraf 2 . . .
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Paragraf 2
Keberangkatan Pesawat Udara

Pasal 33

Sebelum  keberangkatan Pesawat Udara, Kapten
Penerbang wajib melengkapi Dokumen Karantina
Kesehatan sesuai standar Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 34

Pesawat Udara yang ditemukan Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat harus dilakukan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2).

Bagian Ketiga
Pengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara

Paragraf 1
Kedatangan Kendaraan Darat

Pasal 35

(1) Setiap Kendaraan Darat yang:
a. datang dari wilayah yang Terjangkit;
b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga
Terjangkit; dan/atau
c. terdapat orang atau Barang diduga Terpapar di
dalam Kendaraan Darat,
berada dalam Status Karantina.

(2) Kendaraan . ..
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Kendaraan Darat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilakukan Pengawasan Kekarantinaan
Kesehatan sebelum menurunkan atau menaikkan
orang dan/atau Barang.

Kendaraan Darat yang ditemukan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat pada Pengawasan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan.

Setiap Kendaraan Darat di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu
dapat dilakukan pemeriksaan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat oleh Pejabat Karantina
Kesehatan.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai tindakan
Kekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

Setelah kedatangan Kendaraan Darat, pengemudi
wajib memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan
Perlintasan Darat (Ground Crossing Declaration of
Health) kepada Pejabat Karantina Kesehatan.
Kendaraan Darat yang tidak ditemukan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat dan/atau dokumen Deklarasi
Kesehatan Perlintasan Darat (Ground Crossing
Declaration of Health) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan lengkap diberikan Persetujuan
Karantina Kesehatan oleh Pejabat Karantina
Kesehatan.

Paragraf 2 . ..
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Paragraf 2
Keberangkatan Kendaraan Darat

Pasal 37

Sebelum keberangkatan Kendaraan Darat, pengemudi
wajib melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan
yang masih berlaku.

Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan tidak
ditemukan indikasi Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat maka kepada pengemudi dapat diberikan
Persetujuan Karantina Kesehatan.

Kendaraan Darat yang ditemukan Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat harus dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Keempat

Pengawasan Awak, Personel, dan Penumpang

(1)

(2)

Pasal 38

Awak, Personel, dan penumpang yang Terjangkit
dan/atau Terpapar berdasarkan informasi awal
mengenai deklarasi kesehatan, pada saat kedatangan
dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Pejabat
Karantina Kesehatan yang berwenang di atas Alat
Angkut.

Awak, Personel, dan/atau penumpang yang
Terjangkit  dilakukan tindakan Kekarantinaan
Kesehatan sesuai indikasi.

(3) Awak . . .
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Awak, Personel, dan/atau penumpang yang Terpapar
dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur
penanggulangan kasus.

Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang yang
tidak Terjangkit dan/atau tidak Terpapar dapat
melanjutkan perjalanannya dan diberikan kartu
kewaspadaan kesehatan.

Jika ditemukan Awak, Personel, dan/atau
penumpang yang Terjangkit dan/atau Terpapar,
Pejabat Karantina Kesehatan harus langsung
berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

Pasal 39

Setiap orang yang datang dari negara dan/atau

wilayah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang

meresahkan dunia dan/atau endemis, Pejabat

Karantina Kesehatan melakukan:

a. penapisan;

b. pemberian kartu kewaspadaan kesehatan;

c. pemberian informasi tentang cara pencegahan,
pengobatan, dan pelaporan suatu kejadian
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang
meresahkan dunia; dan

d. pengambilan spesimen dan/atau sampel.

Apabila hasil penapisan terhadap orang ditemukan

gejala  klinis  sesuai dengan jenis penyakit

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan

dunia, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan

rujukan dan Isolasi.

Pasal 40 . ..
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Pasal 40

Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
dan Pasal 39 tidak bersedia dilakukan tindakan
Kekarantinaan Kesehatan, Pejabat Karantina Kesehatan

berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat
imigrasi untuk dilakukan deportasi.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 41

Setiap Awak, Personel, dan penumpang:

a.yang datang dari negara endemis, negara
Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan
adanya vaksinasi; atau

b. yang akan berangkat ke negara endemis, negara
Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan
adanya vaksinasi,

wajib memiliki sertifikat vaksinasi internasional yang

masih berlaku.

Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang

tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional

dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan oleh

Pejabat Karantina Kesehatan.

Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang

tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional,

dilakukan penundaan keberangkatannya oleh Pejabat

Karantina Kesehatan.

Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan

vaksinasi sesuai persyaratan dan standar yang

berlaku.

(5) Ketentuan . .



